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Dugaan Korupsi Dana Hibah di Dfsa Adat Jimbaran

Sidang Tengah M4lan, Eks
l,5Tahun

TERDAKWA, lWayan Badra saat jalani sidang di Pengadilan Tipikcir Denpasar,
Kamis (1/2I_

dengan pidana penjara selama satu
tahun dan enam bulan [1,5 tahun)
ditambah denda Rp 50 juta subsider
3 bulan penjara," tegas fPU.

Terkait uang pengganti kerugian
negara tidak lagi dibebankan kepada
terdakwa. Pasalnya uang tersebut
sudah dititipkan ke JPU. Menanggapi
tuntutan JPU, kuasa hukum terda-
kwa, Edy Hartaka menyatakan akan
menyampaikan pledoi (pembelaanJ
.dalam sidang berikutnya.

Perbuatan yang dilakukan terda-
kwa dilakukan pada tahun 2013 silam.
Saat itu Desa Adat f imbaran menerima
bantuan hibah APBD Badung sebesar
Rp 350 juta, Dana kemudian ditransfer
oemerintah lewat Bandesa Adat Made
iludiasa pada Bank BPD Bali yang
dikirim sebanyak dua tahap. Tahap
pertama Rp 100 juta dan kedua2T
Desember sebanyak Rp 250 juta.
Uang itu kemudian ditarik bertahap
pula, namun tidak digunakan sesuai
peruntukannya. Dana ditarik dengan
dibuatkan penyerahan berupa kui-
tansi penyerahan dana aci.

Namun, terdakwa selaku benda-
hara tidak memasukkan atau meny-
etorkan dana hibah Rp 350 juta ke
dalam kas Desa Adat Jimbaran, seb-
agai pengganti uang pinjaman yang
sebelumnya dipakai untuk membiayai

DENPASAR, NusaBali
Mantan Bendahara ll (Petengen

IIJ Desa Adat Jimbaran, I Wayan
Badra,S3, yang terjerat dugaan ko-
rupsi dana hibah APBD Badung senilai
Rp 350 juta dituntuthukuman penjara
selama 1.,5 tahun ditambah denda Rp
50 juta subsider 3 bulan penjara.

Dalam sidangyang digelar di Pen-
gadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu
(1/2J pukul 23.00 Wita yang dipimpin
majelis hakim pimpinan Sutrisno,
Jaksa Penuntut Umum (JPU) | Gusti
Ngurah Wirayoga menyatakan Badra
terbukti bersalah melakukan tindak
pidana korupsi.

Pria asal Jimbaran, Kuta Selatqn
ini djerat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-
Undang RI No 31 tahun 1999 seb-
agaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang RI No 20
tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang RI No 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana
KOrUpSl.

Setelah membacakan hal member-
atkan, di antaranya tidak mendukung
upaya pemerintah dalam pemberan-
tasan korupsi. Dan hal meringankan
sopan dan kooperatif dalam sidang,
f PU membacakan tuntutan. "Men-
iatlb\gn huk' r man kepaglir terylakwa

kegiatan aci-aci Pura Amongan Desa
Adal fimbaran. 6 rez
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SEMBILAN anggota DPRD Denpasar periode 2009-2014 saat bersaksi dalam

"''d;;l;;su"""k;a:' 
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kealfaan dewan jika mengetahui meng-etahui soal mekanisme
ada kemahalan harga begitu kemahalan harga pen€,rnapan'

kasus ini dibidik. Dan kemung- ataupun soal iatah dou'le untuK

[ini" tau unsur pembiaran atiu anggota dewan sebelum kasus ini
kesengajaan anggota dewan dibidik G rez

DENPASAR, NusaBali
Sidang dugaan korupsi dalam

Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD
Kota Denpasar 20L3-2014 den-
gan terdakwa PPTK (Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan), I

Gusti Madq Patra dilanjutkan
di Pengadilan Tipikor Denpasar
pada, Rabu [1/2) malam. Dalam
sidang, 9 anggota DPRD Kota
Denpasar periode 2009-201.4
yang dihadirkan menyatakan
siap bertanggung jawab jika ada
kerugian negara.

Sembilan anggota dewan
periode 2009-2014 yang men-
jalani pemeriksaan, yaitu I Nyo-
man Tamayasa, I Wayan Suadi
.Putra, AA Gede Putu Wibawa,
ul Ketut Suteja Kumara, I Putu
Gede Menala Wisnawa, AA Gede
Mahendra, I Nyoman Darsa,
I Wavan Warka, dan I Made
Suweia. Dalam sidang dengan
majelis hakim pimpinan SJtlls-

no, Jaksa Penuntut Umum [JPU)
Dewa Lanang dkk terus berusaha
mengorek keterangan para wakil
rakyat ini.

Salah satunya terkait awal
mula adanya pihak ketiga, yaitu
travel yang digunakan untuk
melayani dewan dalam perjala-
nan dinas. Hampir semua saksi
yang ditanya mengatakan tidak
tahu siapa yang menunjuk travel.
Suteia Kumara yang menjadi iuru
bicara menjelaskan jika saat
melakukan perdin, Sekretariat
Dewan yang memfasilitasi. "Un-
tuk tiket pesawat sudah ada yang
membelikan, siapa yang mem-
belikan kami tidak tahu. Kami
datang ke bandara sudah diberi-
kan boarding pass. Perdin yang
memfasilitasi sekretariat dan
sekretariat iuga mendampingi.
Saat tiba di tempat tujuan kami
hanya diberikan kunci hotel,"
terang politisi PDIP ini.

Selain masalah penunlukan
travel, sembilan anggota dewan
ini juga dicecar terkait peneri-
maan uang dalam perjalanan
dinas yang disebut jaksa double.
Pasalnya, meski sudah menerima
uang saku [makanJ dan trans-
port di awal perjalanan dinas,
para anggota dewan ini kembali
menikmati makan dan transport
dari travel selama mengikuti
perjalanan dinas.

faksa menilai inilah yang
mengakibatkan adanya kema-
halan dalam transport dan pen-
ginapan yang mengakibatkan
kerugian negara. Menanggapi
hal tersebut, hampir seluruh
saksi menyatakan siap bertang-
gung jawab. "Kalau memang
ada kerugian negara kami siap
bertanggungjawab," uiar Suteja
Kumara yang ditimpali saksi
lainnya. fPU mengatakan ada
dua halllalam gerkara ini, yakni
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Dewan Kota Tak
Paham Perwali perdin

TAK PAHAM PERWAI|: Sembilan anggota DpRD
Kota Denpasar memberikan kesaksian di penga_
dilan Tipikor Denpasar.

DENPASAR - Aneh tapi nyata. Mungkin iru
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Sidang Kasus Upah pungut Bangfi

Semua SaksiAhli
SebutBupari
Bertanggunglawab

l
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Saksi Ahli Hukum Tata Negara, prof yohanes Usfunan dalam sidang
kasus upah pungut Bangli di pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/2i

DENPASAR, NusaBali
Tiga saksi ahli dari Fakultas

Hukum Unud yang dihadirkan
di Pengadilan Tipikbr Denpasar,
Rabu (1/2), kompak menunjuk
Bupati yang harus bertanggung
jawab dalam kasus dugaan
korups_i upah pungut se"ktor
pertambangan Kabupaten Ban-
gli Mereka masing-masing Dr
I Gusti Aryawan SU UH lsitsi

Ahli Hukum Pidana), profDr Drs
Yohanes Usfunan SH tr,tH (saksi
{hl.i lukum Tata Negara)', dan
Dr I Putu Arya Sumeriavasa SH
MH (saksi Ahli Hukuni Admi-
nistrasi NegaraJ.

Ketiga saksi ahli dari Unud
ini dihadirkan Jaksa penunrut
Umum (fPU) Kejari Bangli ke

Eenonbung ke Hol-l S Kolon I
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Semua Saksi Ahli Sebut Bupati Paling Bertanggung Jawab
,.ftr&.lllffis'0tRillitl ltrilll :'*' :

Pengadilan Tipikor Denpasar,
Rabu kemarin, untuk dimintai
pendapatnya buat dua terdakwa
kasus upah pungut, Bagus Rai
Dharmayuda (mantan Kadispenda
Bangli 2006-2008) dan AA Gede AIit
Darmawan (mantan Kadispenda
Bangli 2009-2010).,

Saksi ahli I Gusti Aryawan men-
egaskan, dalam kasus upah pungut
di Bangli ini, seharusnya pihakyang
paling bertanggung jawab adalah
Bupati yang menandatangani SK
Upah Pungut yang{ijadikan dasar
pembaiian trpah pdngut'Tanpa SK
Bupati upah pungut itu tidak bisa
dibagika4" tegas Aryawan.

Aryaunn mengatakan, seluruh
pihak png terlibat dalam pembuatan
SK Bupati ini harus ikut bertang-
gung jawab. Dalam sidang kemarin,
kuasa hukum terdakwa Bagus Rai
Dharmayud4 I Made Suardika Ad-
nyana, sempat menyinggung SK
Upah Pungut yang sudah dicabut
seperti dilakukan Bupati Bangli Made
Gianyartahun 2012.

Terkait sentilan kuasa hukum
terdakwa tersebut, Aryawan
mengatakan pencabutan SK Upah
Pungut itu tidak bisa menghapus
tindak pidana, sehingga Bupati
Bangli teap harus ikut beranggung
'jawab. "Bupati harus ikut bertang-
gung jatgp secara hukum," tandas

Aryawan di hadapan majelis hakim
pimpinan SuFisno.

Paparan senada juga disampai-
kan saksi Ahli Hukum Tata Negara,
ProfYohanes Usfunan. Meski me-
nyatakan SK Upah Punguttersebut
tidak masalah dari sisi tata negara
karena merupakan disliresi Bupati.
Namun Usfunan mengatakan jika
dinyatakan bermasalah dari sisi
pidan4 maka yang paling bertrng-
gung jawab adalah pejabat yang
menandatangani SK tersebut yaihr
BupatiBangli.

Usfunan mengingatkan, jika
penyrdik Kejari Bangli hanya mene-
tapkan dua mantan Kadipenda
Bangli sebagai terdakwa, maka
keiaksaan melakukan dislaiminasi
hukum. Menurut Usfu nan, seharus-
nya semua orang yang menerima
upah pungut ikut diperkarakan.
"f ika yang menerima uang 80 orang
maka harusnya 80 orang semua
masuk bui, terutama Bupati Bangli
yang bertanggung jawab," tegas
Usfunan.

Sedangkan saksi Ahli Hukum
Administrasi Negara, Putu Arya
Sumertayasa, iuga mengatakan
pihak yang paling bertanggung
jawab dalam SK Upah Pungut
lkbupaten Bangli ini adalah yang
menandatangani SK'Y4 yang pal-
ingbertanggung jawab itu Bupati,"
ujarArya Sumertayasa.

Bukan sekali ini saksi ahli sudut-

kan Bupati dalam persidangan
kasus upah pungut Kabupaten
Bangli. Dalam sidang sebelumnya
di Pengadilan Tipikor Denpasar,
21 Desember 2016 lalq dua saksi
ahli yang dihadirkin jaksa juga
bikin keterangan senada. Mereka
masing-masing Dr Asyhar Hidayat
SH [sa[6i Ahli Hukum Adminisfasi
negara dari Universitas Islam Band-
ung) dan Edi Setiadi (saksi Ahli
Hukum Pidana dari Universitas
Islam Bandung).

Dalam kesaksiannya kala itu,
Asyhar Hidayat awalnya menjelas-
kan terkait aturan yang mengatur
tentang upah pungut, yang dise-
bublya sebagai biaya pemungutan.
Berdasar Peraturan Menteri Keuan-
gan fPermkenkeuJ Nomor 83, biaya
pungut diatur oleh masing-masing
daerah yang diatur melalui Perda
(Peraturan DaerahJ atau Peraturan
Bupati (Perbup).'Jadi, bukan diatur
dengan SK (Surat Keputusan) Bu-
pati," jelas Asyhar.

Karena tidak mengacu pada
Permenkeu tersebut kata Asyhar,
SK Bupatiyang mengatur soal pem-
bagian upah punglut menjadi cacat
dan tidak sah. MenurutAsyhar, ada
potensi SK Bupati tersebut juga
menyelahgunakan kewenangan.
Terkait masalah ini, saki ahli juga
mengaku heran. Pasalnya, objek
pajak pertambangan tidak ada di
Bangli,tapikenapa hasilnyaadadan

dibagikan? "lni kan aneh. Objelcrya
tidak ad4 tapi ada hasilny4" tandas
Asvhar.-Sedangkansaksi 

ahli Edi Setiadi
dalam kesaksiannya kala itu me-
ngatakan, dalam hukum pidana,
yang harus bertanggung jawab
adalah yang menandatangani SK
Bupati tersebutyaitu Bupati. Jika
merujukdalam kasus upah pungut
ini, mantan Bupati Bangli (2000-
2005,2005-2010J Nengah Arnawa
dan Bupati Bangli saat ini [2010-
2015, 20L6-202 1) Made Gianyar
yang harus bertanggung jawab,
Mantan Bupati Arnawa menan-
datangani SK Upah Pungut Tahun
2006-2010, sementara Bupati
Made Gianyar menandatangani SK
Upah Pungut Tahun 2011 yang
alihirnya dicabut pada 2012.

Sementara itu, terdakwa Ba-
gus Rai Dharmayuda dan Gede
Alit Darmawan yang langsung
diperiksa sebagai terdakwa di
sidang kemarin, tetap yakin jika
SK Upah Pungutyang dikeluarkan
sudah sesuai prosedur. Keduanya
mengaku hanya menjalankan
perintah Bupati melalui SK Upah
Pungut dan tidak ada niat lain
apalagi untuk menguntungkan
diri sendiri. "Kami hanya ingin
meningkatkan kinerja staf dan
pegawai lainnya melalui insentif
yang dibagikan ini," ujar Bagus
Rai Dharmayuda.6 rez
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